
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pernikahan ditinjau dari Hukum Syariat merupakan akad yang menghalalkan 

pergaulan sebagai suami istri (termauk hubungan seksual) antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan 

tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun 



keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Jika seseorang sudah sanggup untuk 

melaksanakan pernikahan maka sangat dianjurkan kepadanya untuk segera 

melakukannya karena itu akan mencegahnya dari perbuatan zina.
1
 Jika ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Seperti halnya firman Allah yang tercantum dalam al Quran surat ar-Ruum ayat 21 

tentang anjuran menikah : 

ةً وَرَحْمَ  وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ يتَفَكََّرُون ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََياَتٍ لِّقوَْمٍ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ  

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kebesaran kekuasaan-Nya Ia 

menciptakan untuk kamu-kamu istri-istri dari jenismu sendiri 

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan 

dijadikan-Nya diantara amu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang mengetahui”.
3
 

Sebuah pernikahan dapat mempererat hubungan antara keluarga suami dan 

keluarga isteri, dan pada gilirannya mempererat hubungan kasih sayang serta 

menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak 

atau belum saling mengenal. Namun  terkadang  pernikahan bisa menimbulkan 

perselisihan antar beberapa pihak yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam 

keluarga. Salah satu hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga ialah 
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karena pernikahan yang dilangsungkan tidak sepenuhnya diridhoi atau direstui oleh 

orang tua.  

Ada salah satu bentuk adat pernikahan di Ternate yang menjadi tradisi jika 

seorang wanita yang di lamar tidak mendapat restu atau persetujuan dari walinya, 

pernikahan  yang dimaksudkan ialah kawin  Masibiri /kawin lari. Tradisi Masibiri ini 

dilakukan jika lamaran dari seorang laki-laki tidak diterima oleh pihak keluarga 

wanita. Sesuai tradisi, pelamar bisa mencuri wanita yang dilamarnya tanpa 

sepengetahuan keluarga wanita. Dalam waktu beberapa lama lelaki (pelamar) 

kembali ke rumah wanita dan meminta restu dari orang tua wanita. Jika tetap tidak 

direstui maka pelamar bisa menikahi wanita yang telah di bawanya meskipun tanpa 

ada wali dari pihak wanita tersebut sehingga pernikahan dilangsungkan dengan 

menggunakan wali hakim. Namun pada kenyataannya mereka tidak dinikahkan oleh 

wali hakim dari Kantor Urusan Agama atas putusan Pengadilan melainkan 

dinikahkan oleh imam masjid yang oleh mereka di anggap sebagai wali hakim. 

 Pada umumnya si gadis lari/kabur dari rumah orang tuanya dan menuju ke 

rumah petugas/pejabat nikah (wali hakim) atau ke rumah mudin. Setelah petugas 

memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anak gadisnya sekarang berada di 

rumahnya. Biasanya orang tua si gadis (wali nasab) menyerahkan pelaksanaan 

perkawinan darurat ini kepada petugas wali hakim atau mudin untuk mengurusnya.
4
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Sehingga perwalian dapat diwakilkan oleh orang lain (wali hakim) atau mudin tanpa 

kehadiran orang tua bahkan wali nasabnya.  

Perkawinan bentuk ini adalah cara yang ditempuh sebagai usaha terakhir karena 

jalan lain tidak memungkinkan atau tidak ada. Faktor-faktor yang mendorong 

terjadinya Kawin Masibiri ini kemungkinan karena orang tua tidak menyetujui 

lamaran lelaki pilihan putri mereka, menghindari biaya perkawinan yang sangat 

tinggi, pihak laki-laki tidak mampu untuk melaksanakan cara meminang atau juga 

karena mereka  berlainan rumpun dalam kelompok sosial yang tidak bisa melakukan 

perkawinan. 

Bentuk perkawinan ini ditempuh dan dapat terjadi kemungkinan karena pihak 

keluarga si pemuda adalah berasal dari strata bawah atau terlalu miskin untuk mampu 

melaksanakan cara meminang. Masyarakat Ternate menganggap bahwa bentuk 

Kawin Lari (Masibiri) merupakan pintu darurat yang ditempuh oleh si pemuda . 

Konsekwensi adat yang dipikul akibat perkawinan ini sudah dipikirkan matang-

matang oleh pasangan kedua remaja tersebut. Masyarakat berpikir walaupun 

perkawinan ini dilakukan secara darurat (kebanyakan dilaksanakan di rumah imam 

masjid)  namun tetap dianggap sah menurut  hukum adat karena tata cara perkawinan  

dilaksanakan menurut rukun nikah secara Islam.  

Bentuk pernikahan semacam ini dianggap sah oleh masyarakat karena mereka 

menganggap bahwa semua syarat maupun rukun perkawinan dalam hukum Islam 

telah terpenuhi. Salah satunya yaitu orang yang dijadikan wali dalam perkawinan 

yang dilangsungkan  meskipun walinya bukan wali nasab. 



Dengan alasan yang demikian maka wali wanita tersebut menjadi wali adhal. 

Secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang bertindak 

terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali perkawinan adalah seseorang 

yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
5
 Yang di 

maksud dengan wali adhal sendiri  ialah wali yang tidak mau menikahkan wanita 

yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu’.
6
 

Wali merupakan salah satu rukun yang harus di penuhi dalam perkawinan. 

Status wali dalam perkawinan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad 

nikah. Wali dalam pernikahan dibagi menjadi beberapa macam, pertama wali nasab 

yaitu wali karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan 

pernikahan.
7
 Kedua wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena 

orang tua perempuan menolak atau tidak ada atau karena sebab lainnya.
8
 Ketiga 

tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan calon istri. apabila wali nasab 

tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak.
9
 Keempat 

wali mujbir ialah seoang wali yang berhak menikakan perempuan yang diwakilkan 

diantara orang yang kehilangan kemampuannya termasuk perempuan yang masih 

gadis tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang 

yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah 
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perwalainnya.
10

  Dalam perkawinan Masibiri (kawin lari) yang di lakukan ini 

perwalian mempelai wanita tidak ditangan walinya namun di serahkan kepada imam 

masjid yang dalam hal ini mereka menganggap bahwa itu wali hakim. 

Penentuan perpindahan wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim dalam 

kasus kawin lari (kawin masibiri) ini tidak berdasarkan urutan derajat wali nasabnya 

melainkan langsung mengambil jalan pintas ke imam masjid yang mereka anggap 

sebagai wali hakim berhubung wali nasabnya telah menjadi wali adhal. Hal ini 

dilakukan dengan unsur kesengajaan bukan karena faktor-faktor yang menyebabkan 

perpindahan wali kepada wali hakim . Masyarakat beranggapan bahwa anak gadis 

yang melakukan kawin lari tidak akan menjadi tanggung jawab orang tua atau wali 

nasabnya lagi, jadi menurut sebagian dari mereka tidak menjadi masalah terkait 

dengan wali adhal. 

Namun setiap orang memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda-beda 

mengenai suatu masalah. Dalam kasus ini tentu saja tidak semua akan berperspektif 

demikian seperti yang disebutkan diatas. Pandangan tokoh agama, adat dan 

pemertintah mengenai wali adhal ini pun kemungkinan berbeda-beda. 

Untuk itu peneliti akan melakukan observasi di daerah yang masyarakatnya 

masih melakukan adat Masibiri karena sebagian dari mereka walinya adhal, yaitu di 

Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara 

Dari uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melihat dan meneliti 

lebih dalam  terkait kasus yang terjadi dengan mengambil judul “PANDANGAN 
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TOKOH AGAMA, ADAT DAN PEMERINTAH TERHADAP WALI ADHAL 

ADAT MASIBIRI (KAWIN LARI) Studi Kasus di Kelurahan Sulamadaha 

Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara ”. Penelitian ini untuk 

memberikan penjelasan dan deskripsi secara komprehensif bagaimana pandangan 

tokoh dan pemerintah tentang wali  adhal tersebut dalam adat Masibiri. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengacu pada judul yang ada,penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan tokoh agama, adat dan Pemerintah tentang  wali adhal? 

2. Apa alasan seorang wali menolak menikahkan anak perempuannya ? 

C. TUJUAN PENELITIAN        

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, maka tentunya ada beberapa 

tujuan yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Dapat mendeskripsikan serta memahami pandangan tokoh agama, adat dan 

Pemerintah tentang  wali adhal. 

2. Dapat  mendeskripsikan alasan seorang wali menolak menikahkan anak 

perempuannnya dengan calon suami pilihan anak gadisnya tersebut. 



D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini setidaknya mempunyai dua manfaat yang menjadi harapan 

peneliti.  

1. Manfaat  Teoritis,  penelitian ini bermanfaat: 

a. Untuk memperkaya wacana keilmuan tentang perkawinan khususnya tentang 

pandangan tokoh agama, adat dan Pemerintah tentang wali adhal serta 

alasan wali yang menolak menikahkan anak perempuannya. 

b. Menjadi kontribusi positif terhadap fakultas Syariah khususnya konsentrasi 

pada al-Ahwal asy-Syaksyiyah. 

c. Sebagai masukan bagi para para ahli hukum terhadap pengembangan ilmu 

hukum khususnya hukum Islam agar tetap sesuai dengan perkembangan 

zaman. 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat: 

a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait tentang 

penyelesaian wali adhal dan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang apa sebenarnya wali adhal itu. 

b. Dapat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, pengajar dan masyarakat 

umumnya yang mempelajari keilmuan ini terutama yang berkaitan dengan 

mekanisme penyelesaian wali adhal. 



E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Tokoh Adat dan Agama 

Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya, atau 

seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan 

tertentu dalam masyarakat. Seseorang tersebut berasal, dibesarkan, dan hidup dalam 

lingkungan masyarakat tertentu.
11

 

Tokoh adat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang yang terkemuka 

dalam masalah adat di seputar lokasi penelitian dilakukan. Sedangkan tokoh agama 

yaitu orang yang terkemuka dalam hal agama, dimana orang ini dipercaya oleh 

masyarakat sekitar lokasi penelitian sebagai orang yang dapat mengatur dan 

menyelesaikan terkait persoalan agama. 

2. Pemerintah  

Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah sistem yang 

menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, 

dan politik suatu Negara atau bagian-bagian. Definisi secara luas dapat diartikan 

sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan dan kebijakan dalam 

mengambil keputusan dan melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi  
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pemerintahan serta  pembangunan masyarakat dan wilayahnya yang membentuk 

sebuah lembaga dimana mereka ditempatkan. 

Pemerintah merupakan sebuah wadah orang-orang yang mempunyai 

kekuasaan di dalam  sebuah lembaga yang disebut Negara dan mengurusi masalah 

kenegaraan dan kesejahteraan rakyat.
12

 

Dalam penelitian ini pemerintah yang di maksudkan oleh peneliti yaitu 

pejabat Kantor Urusan Agama yang mana salah satu tugasnya sebagai pelaksana 

pencatatan pernikahan, rujuk, dalam membina pengembangan keluarga sakinah 

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Masibiri 

Masibiri atau yang didalam bahasa Indonesia disebut kawin lari ialah salah 

satu bentuk pernikahan adat yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah 

apabila wali dari calon mempelai wanita menolak untuk menikahkannya. 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan yang terdiri atas uraian mengenai 

suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan 

penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri atas: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi serta 

urgensi dilakukannya penelitian. Disamping itu juga memuat rumusan masalah 

dimana terdapat beberapa pertanyaan yang kemudian dirumuskan kedalam tujuan.  

Dan manfaat penelitian ada pada bab ini juga, dimana kita bisa mengetahui manfaat 

apa yang diperoleh dari penelitian ini. Memuat juga penelitian terdahulu yang sejalan 

dengan tema atau judul dari penelitian ini serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan 

mengantar penulis untuk menganalisis. Menerangkan tentang kerangka teori yang 

membahas didalamnya tentang kawin lari, syarat dan rukun yang harus dipenuhi 

dalam melangsungkan perkawinan, dan wali dalam pernikahan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian. Untuk mencapai hasil yang sempurna, 

penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Metode 

penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan teknik dan analisis data yang merupakan beberapa 

rangkaian dalam proses penelitian. 



BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini terdiri dari temuan penelitian dan analisis data serta berisi pembahasan 

terhadap penemuan-penemuan. Pertama-tama, pada bab ini memaparkan profil para 

informan atau para tokoh (tokoh agama, adat dan pemerintah) yang memberikan 

pendapat atau pandangan tentang wali adhal serta alasan para orang tua menolak 

menikahkan anak perempuannya. Setelah itu, dalam bab ini juga terdapat analisis data 

yang meliputi hasil wawancara dengan para tokoh tersebut yang memberikan 

pendapat atau pandangan mereka serta alasan orang tua menolak menikahkan anak 

perempuannya. 

BAB V: PENUTUP 

Bab V adalah sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah 

penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban 

singkat atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, bukan mengulang kembali 

penjelasan-penjelasan yang sudah diungkapkan pada analisis. Selain itu, pada bab ini 

juga memuat saran terhadap hasil pemaparan dan analisis data yang peneliti peroleh, 

serta harapan peneliti terhadap semua pihak yang berkompeten dalam masalah ini 

agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti  dapat memberikan kontribusi yang 

maksimal. 

 

 

 

 


